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ORINEWS.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat
secara resmi telah mewajibkan mata pelajaran pendidikan agama
di sekolah-sekolah.

Pendidikan agama di sekolah sebagai langkah konsekuensi atau
tindak lanjut penerapan Pancasila sebagai dasar bernegara.

Pancasila sebagai ideologi disebut juga digambarkan sebagai
konsekuensi pengajaran agama dalam dunia pendidikan yang sudah
ada sejak lama.

Arief menyebut hal tersebut saat membaca draf putusan tentang
uji materiil Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Jumat, 3 Januari 2025

Berdasarkan penilaian MK, pendidikan nasional harus diterapkan
secara demokratis dan berkeadilan.

Selain  itu  juga  harus  tetap  menjunjung  tinggi  hak  asasi
manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan
bangsa.
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Bahkan potensi peserta didik berpotensi menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa dengan adanya pendidikan nasional.

“Pendidikan  nasional  dalam  tingkat  apapun  tidak  dapat
dilepaskan  dari  nilai  keagamaan,”  imbuh  Arief  Hidayat.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), pendidikan agama di sekolah
adalah suatu kewajiban yang dapat dijustifikasi secara tepat.

Jadi,  para  siswa  punya  hak  dan  kewajiban  untuk  menerima
pendidikan agama karena hal tersebut merupakan bagian penting
dalam menjaga kelangsungan hidup beragama di negara Pancasila.

Permohonan pemohon untuk menjadikan pendidikan agama sebagai
pilihan mata pelajaran dan bukan sebagai kewajiban ditolak
oleh MK.

Keputusan tersebut diambil karena MK percaya bahwa hal ini
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem pendidikan
nasional.

Pemohon  dalam  kasus  ini,  yaitu  Raymond  Kamil  dan  Indra
Syahputra, berharap agar pendidikan agama tidak hanya terbatas
pada satu agama tertentu.

Mereka ingin pendidikan agama diinterpretasikan sebagai studi
tentang  semua  agama,  kepercayaan,  dan  adat  istiadat  yang
bersifat ilmiah.

Meskipun  mereka  tidak  mempraktikkan  agama  tertentu  atau
mengikuti  aliran  kepercayaan  tertentu,  mereka  tetap
berpendapat bahwa pilihan untuk dikecualikan dari pendidikan
agama harus didasarkan pada alasan yang kuat.

MK  menilai  bahwa  pemaknaan  pasal-pasal  yang  diajukan  oleh
pemohon  terkait  dengan  pelaksanaan  pendidikan  agama  kurang
tepat.

Oleh karena itu, MK menolak semua dalil yang diajukan oleh
pemohon  terkait  dengan  permintaan  mereka  agar  dikecualikan



dari pendidikan agama.

Menurut MK, hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  diingat  bahwa  pendidikan
agama tidak hanya penting bagi penganut agama tersebut, tetapi
juga  penting  untuk  memahami  dan  menghargai  keberagaman
religiusitas di masyarakat.

Dengan memahami berbagai agama dan kepercayaan, siswa dapat
menjadi lebih toleran dan menyadari nilai-nilai universal yang
ada di setiap agama.[]


